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LURAH TRIMULYO 

KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL 

PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO 

 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

LURAH TRIMULYO, 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) 

huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan 

menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 

berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan kabupaten; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kalurahan Trimulyo tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

SALINAN 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 158);  
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9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);  

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 

di Desa; 

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 

Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 

35); 

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 

Nomor 131); 

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 

Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan 

Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan 

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2019 Nomor 25); 

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 

Nomor 85); 

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 

Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, 

Kegiatan, dan Pendanaan Urutan Keistimewaan di 
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Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32); 

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan 

Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah 

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus 

Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 

37); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 

tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban 

Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2013 Nomor 15); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021 Nomor 6); 

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2019 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8); 

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 86); 
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22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 

87); 

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2021 Nomor 77); 

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang 

Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, 

Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 

Nomor 129); 

25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa 

di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 

Nomor 60); 

27. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran 

Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12); 

28. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran 

Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 3); 

29. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf 

Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan 

Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan 

Trimulyo Tahun 2021 Nomor 8); 

30. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Pungutan Kalurahan Trimulyo (Lembaran 

Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 6); 

31. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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Kalurahan (RPJMKal) Trimulyo Tahun 2022-2028 

(Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 3); 

32. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang 

Disabilitas (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 

Nomor 4); 

33. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 5 Tahun 2023 

tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta 

Penguatan Kualitas Keluarga (Lembaran Kalurahan 

Trimulyo Tahun 2023 Nomor 5); 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO 

dan 

LURAH TRIMULYO 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas 

gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah 

tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah 

Kapanewon. 

2. Kalurahan adalah Kalurahan Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten 

Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. 

5. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 

Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. 

6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat 

Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

7. Carik adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur 

pimpinan sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas sebagai 

koordinator PPKKal. 

8. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai 

unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKKal. 

9. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai 

pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKKal. 

10. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. 

11. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Kalurahan. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKPKal, 

adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

13. Penerimaan Kalurahan adalah uang yang masuk ke rekening Kas 

Kalurahan. 

14. Pengeluaran Kalurahan adalah uang yang keluar dari rekening kas 

Kalurahan. 

15. Pendapatan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan 

oleh Kalurahan. 

16. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan 

kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 

diterima kembali oleh Kalurahan. 
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17. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. 

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang 

selanjutnya disingkat PKPKKal adalah Lurah atau sebutan nama lain 

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan. 

19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat 

PPKKal adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan 

keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasakan 

sebagian kekuasaan PKPKKal. 

20. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang 

Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan 

Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan. 

21. Badan Usaha Milik Kalurahan selanjutnya disebut BUMKal adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, 

dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

Kalurahan. 

22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 

satu tahun anggaran. 

23. Surplus Anggaran Kalurahan adalah selisih lebih antara pendapatan 

Kalurahan dengan belanja Kalurahan. 

24. Defisit Anggaran Kalurahan adalah selisih kurang antara pendapatan 

Kalurahan dengan belanja Kalurahan. 

25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 

26. Pengadaan barang/jasa Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan 

pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa 

oleh Pemerintah Kalurahan, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau 

penyedia barang/jasa. 
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27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 

dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang 

disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKal.  

28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, 

anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 

yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam Perubahan APBKal dan/atau Perubahan Penjabaran APBKal. 

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat 

DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana 

penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari 

SiLPA tahun anggaran sebelumnya. 

30. Pengadaan barang/jasa Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan 

pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa 

oleh Pemerintah Kalurahan, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau 

penyedia barang/jasa. 

31. Rencana Anggaran Kas Kalurahan yang selanjutnya disebut RAK 

Kalurahan adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas 

keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas 

untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah 

disahkan oleh Lurah. 

32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan 

jasa. 

33. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian 

bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa 

kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan 

diputuskan melalui musyawarah kalurahan.  

34. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan 

dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, 

Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah 

perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk 

percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat 

APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan. 
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36. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Kalurahan. 

37. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan 

meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal 

berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

38. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, 

Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 

oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

39. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang 

selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara 

Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan 

prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan 

yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, 

swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

40. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 

Kalurahan. 

41. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan 

Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai 

tujuan Pembangunan Kalurahan. 

42. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan 

pembangunan di kalurahan dan Kawasan kalurahan yang 

dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, 

kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan 

pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 

43. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
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pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan. 

44. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari 

kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lain yang sah. 

45. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer 

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, 

pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan 

Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. 

46. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. 

47. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian 

dari RKPKal untuk jangka waktu (satu) tahun yang akan diusulkan 

Pemerintah Kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota 

melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. 

 

BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN 

 

Pasal 2 

(1) Rencana kerja pemerintah kalurahan disusun berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang memuat arah 

kebijakan umum, strategi, dan program Pembangunan dalam satu 

tahun. Merupakan rincian hal-hal yang akan dilaksanakan di lima 

bidang kegiatan yaitu Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, 

Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana.  

 

(2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini. 
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Pasal 3 

RKPKal Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi 

Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2024. 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh 

pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta 

dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum 

Musyawarah kalurahan. 

 

Pasal 5 

RKPKal dapat diubah dalam hal: 

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis 

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau  

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten. 

 

Pasal 6 

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan 

disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan 

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. 

 

BAB III  

PENUTUP  

 

Pasal 7 

(1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran 

pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah. 

 

Pasal 8 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Kalurahan Trimulyo. 

 
Ditetapkan di Trimulyo pada 

tanggal 29 September 2023 
 
LURAH TRIMULYO, 

 

Ttd. 

 

JAUZAN SANUSI 

 

Diundangkan di Trimulyo 

pada tanggal 29 September 2023 

 

CARIK TRIMULYO, 

 

Ttd. 

 

ARIF MUHAMMAD FAUZI 

 

 

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS 

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 7 

 Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis 

Kabupaten Bantul (07/Trimulyo/2023) 

 


